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Abstrak.  
 
Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan untuk 
meningkatkan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah serta mengurangi 
ketergantungan keuangan kepada Pemerintah Pusat. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
rasio kemandirian keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok 
Timur pada Tahun Anggaran 2022, serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
pola hubungan kemandirian keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Lombok Timur pada Tahun Anggaran 2022. Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah 
mendeskripsikan rasio kemandirian keuangan dan juga mendeskripsikan pola 
hubungan kemandirian keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Lombok Timur tahun anggaran 2022. Metode analisis yang digunakan mencakup 
analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengumpulan data, dan 
verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian, rasio kemandirian keuangan daerah pada 
pengelolaan APBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2022 sebesar rata-rata 
13,35 persen dan berada di antara 0 - 25 persen dengan kriteria kemandirian rendah 
sekali. Pola hubungan kemandirian keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah 
pada APBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2022 adalah pola hubungan 
instruktif, yang berarti peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada Pemerintah 
Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur masih belum mampu 
menjalankan otonomi daerah dan menggali potensi pendapatan asli daerah sebagai 
variabel utama untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah. 
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PENDAHULUAN 
 
  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 
mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi 
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 
dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan daerah. Diperlukan efisiensi dan efektivitas 
dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, 
mengatasi potensi dan keanekaragaman daerah, serta 
menghadapi peluang dan tantangan persaingan global. 

Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih dalam 
pengelolaan sumber daya sesuai dengan potensi daerah. 
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 
Aparat Penegak Hukum, sementara data sekunder 
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melibatkan studi kepustakaan terkait peraturan 
perundang-undangan. Analisis dilakukan secara 
sistematis dengan metode kualitatif. 

 

Otonomi daerah mendorong pemerintah pusat 
menyediakan anggaran untuk daerah. Pasal 18 
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan otoritas 
kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. 
Pemerintah daerah diharapkan mandiri, namun 
masalah pendapatan yang tidak seimbang masih 
menjadi kendala, menyebabkan kesenjangan. Otonomi 
daerah bertujuan meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan dengan memperhatikan pemerataan dan 
kekhususan daerah. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah 
daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih 
besar. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan UU 
No. 23/2014 dan PP No. 12/2019 mencakup 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban. Kewenangan Pemerintah dalam 
Keuangan Daerah strategis, melibatkan tugas Badan 
Keuangan Daerah (BKD) untuk mengintegrasikan 
seluruh aspek keuangan daerah. 

Desentralisasi fiskal membiayai kebutuhan daerah, 
melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan 
keuangan. Dalam konteks Kabupaten Lombok Timur, 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai 
sumber keuangan perlu terus ditingkatkan. Meski 
mengalami fluktuasi, pemerintah daerah berupaya 
meningkatkan kemandirian fiskal dengan optimalisasi 
sumber daya dan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah. 

Kemampuan keuangan daerah mempengaruhi 
kemandirian dan kemampuan fiskal. Kabupaten 
Lombok Timur berusaha mengembangkan sumber-
sumber penerimaan daerah untuk mengurangi 
ketergantungan pada pemerintah pusat. Meskipun 
terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah, upaya optimalisasi dan diversifikasi sumber 
daya terus dilakukan. Kajian diperlukan untuk 
menganalisis kemandirian keuangan daerah dalam 
pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2022. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah 
penelitian ini yaitu sejauh mana tingkat kemandirian 
keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Lombok Timur pada Tahun Anggaran 
2022? 

METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur 
dengan fokus pada Pengelolaan Keuangan Daerah oleh 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah serta 

Badan Pendapatan Daerah. Pemilihan kabupaten ini 
didasarkan pada tantangan otonomi daerah, dan data 
diperoleh dari organisasi terkait seperti Badan Pengelola 
Keuangan Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda). 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif, dengan pendekatan yang menitikberatkan 
pada pemahaman fenomena pengelolaan keuangan 
daerah. Fokusnya adalah memberikan deskripsi 
menyeluruh dan memahami makna generalisasi dari 
peristiwa yang diamati. 

Sumber data melibatkan data primer dan sekunder. 
Informan utama terdiri dari Kepala BPKAD 
Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Bidang 
Akuntansi, sedangkan sumber sekunder mencakup data 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2018 hingga 
2022. 

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara 
dengan pejabat terkait untuk mendapatkan penjelasan 
mengenai perubahan data sekunder. Studi dokumenter 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen 
resmi seperti APBD Kabupaten Lombok Timur. 
Observasi awal juga dilakukan di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) serta Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok 
Timur. 

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan 
metode analisis model interaktif Miles dkk (2014) 
untuk mendapatkan kajian komprehensif. Pendekatan 
analisisnya bersifat kualitatif dengan teknik analisis 
induktif. Proses analisis melibatkan penyusunan data, 
penelitian, penjelasan, pembentukan teori dari data, 
penafsiran, dan penyajian kepada khalayak ilmiah. Data 
diolah menggunakan sistem pengkodean, 
penyimpanan, dan pengaksesan data kualitatif. Analisis 
data interaktif mencakup kondensasi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Administrasi 
Menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah 
keseluruhan proses pelaksanaan keputusan oleh dua 
orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (dalam 
Affuiddin, 2010) juga berpendapat bahwa administrasi 
adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan 
dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang 
manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harris 
Muda (dalam Sukidin, 2011) berpendapat bahwa 
administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya 
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mengatur, segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan 
dengan tulis menulis, surat menyurat, dan mencatat 
setiap perbuatan/kejadian yang terjadi didalam 
organisasi. Menurut Z. Wajong (dalam Hardiyono, 
2002), administrasi publik adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi 
Pemerintah agar tujuannya tercapai. 

Administrasi memiliki peran penting dalam 
kepariwisataan, membantu dalam pengambilan 
keputusan untuk pelaksanaan pengelolaan selanjutnya 
karena terdapat data-data atau informasi penting 
didalamnya. 

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah 
 
Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 330, Keuangan 
Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah yang 
dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah 
nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan 
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, 
termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Menurut Dandi Darmadi (2021), keuangan daerah 
adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 
lebih maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 
daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara 
atau daerah yang bersangkutan, serta pihak lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Keuangan 
daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 

Dalam ruang lingkup keuangan daerah, hak dan 
kewajiban mencakup pemungutan pajak, retribusi, 
pinjaman, penyelenggaraan urusan pemerintahan, 
pembayaran tagihan pihak ketiga, penerimaan, 
pengeluaran, kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh 
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, 
barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan 
uang. 

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah 
 
Pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah. APBD, sebagai instrumen pengelolaan, disusun 
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. 

APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, 
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 
Pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dari 
kemampuan untuk memprioritaskan dan 
menyeimbangkan permintaan serta kebutuhan yang 
tidak terbatas dengan sumber daya keuangan yang 
terbatas. Keuangan daerah diwujudkan dalam APBD 
yang telah mengalami perubahan dari yang bersifat 
inkremental menjadi anggaran berbasis kinerja sesuai 
dengan tuntutan reformasi. 

Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah 
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 
pelayanan masyarakat. Tujuan ini mencakup pelayanan 
masyarakat, kesejahteraan, mengurangi pengangguran, 
dan membuka kesempatan kerja. Keuangan daerah 
diharapkan mampu menjawab segala persoalan 
masyarakat dan mencapai kemandirian daerah. 

Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah 

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah sumber utama kemandirian, bersumber dari 
pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli 
daerah. Setiap daerah diharapkan mampu 
meningkatkan PAD untuk mencapai kemandirian. 

Pengelolaan keuangan daerah, melalui APBD, 
diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan 
pembangunan merata di seluruh daerah. Pemerintah 
daerah perlu membaca dan meningkatkan potensi 
daerahnya guna mencapai tujuan tersebut. 
Kemandirian daerah juga melibatkan inovasi dalam 
mengelola keuangan untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat. 

 
PEMBAHASAN 

Pada APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 
Anggaran 2022, terdapat berbagai aspek yang perlu 
diperhatikan terkait pengelolaan keuangan daerah. 
Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Pendapatan Dana Transfer, dan Lain-Lain 
Pendapatan Daerah yang sah. Realisasi pendapatan 
daerah mencapai 94,06% dari target, dengan kontribusi 
Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,27%. Tidak 
tercapainya target pendapatan disebabkan oleh 
rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah dan lain-
lain Pendapatan Daerah yang sah. Sebagai upaya 
peningkatan, pemerintah perlu terus menggali potensi 
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Pendapatan Asli Daerah dengan dukungan sumber 
daya manusia yang handal. 

Dalam segi belanja, komponen Belanja Operasi, 
Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja 
Transfer menjadi fokus. Realisasi Belanja Operasi 
mencapai 92,79%, dengan proporsi terbesar untuk 
belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja 
Modal mencapai 93,85%, Belanja Tak Terduga 
85,47%, dan Belanja Transfer 99,91%. Meskipun 
belanja modal menjadi prioritas, belanja operasi tetap 
memiliki proporsi besar, mencapai 65,27%, yang 
sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai. 

Dalam konteks pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) menjadi sumber penerimaan utama, 
mencapai 97,90%. Pengeluaran pembiayaan mencapai 
76,68%, dan terdapat penerimaan dari pinjaman 
daerah untuk membiayai defisit anggaran. Pinjaman 
daerah menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan 
dana, khususnya setelah terjadi bencana alam. 

Partisipasi masyarakat dalam peningkatan Pendapatan 
Daerah, terutama melalui ketaatan membayar pajak 
dan retribusi, memegang peranan penting. Wawancara 
dengan pemilik Home Stay menggambarkan kesadaran 
masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan 
daerah melalui partisipasi pajak. 

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Lombok Timur menghadapi tantangan 
terutama terkait kemandirian keuangan. Diperlukan 
langkah-langkah strategis, termasuk peningkatan 
pendapatan daerah, pengelolaan belanja yang efisien, 
dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam 
mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penting untuk 
memperhatikan aspirasi masyarakat yang 
terdokumentasikan dalam dokumen kebijakan 
pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, 
terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan 
Pembiayaan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok 
Timur mengatur kebijakan keuangan daerah melalui 
Peraturan Daerah setiap tahunnya. 

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah pada 
APBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 
2022 menunjukkan nilai Rasio Kemandirian Keuangan 
Daerah (RKKD) sebesar 13,35%. Angka ini dianggap 
rendah sekali, menandakan bahwa tingkat kemandirian 
keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 
masih sangat rendah. Peningkatan kemandirian 
keuangan diharapkan dapat dicapai dengan strategi 
efisien dan efektif dalam pemungutan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). 

Pola hubungan kemandirian dan kemampuan 
keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur 
menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah masih 
sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat 
dan Provinsi. Rasio kemandirian yang rendah 
menunjukkan bahwa sumber daya keuangan daerah 
masih dominan dari pihak eksternal. Kondisi ini 
diakibatkan oleh rendahnya perolehan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan perlu upaya strategis untuk 
meningkatkan manajemen pengelolaan pendapatan 
daerah. 

Dalam analisis pola hubungan, kemandirian keuangan 
daerah Kabupaten Lombok Timur dianggap 
"Instruktif." Artinya, peran Pemerintah Pusat lebih 
dominan daripada kemandirian daerah, dan sumber 
pembiayaan pembangunan dan pemerintahan masih 
dominan dari pihak eksternal. Meskipun demikian, 
terdapat usaha dari Pemerintah Kabupaten Lombok 
Timur untuk meningkatkan rasio kemandirian 
keuangan daerah, terutama dengan meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten 
Lombok Timur pada APBD Tahun Anggaran 
2022 menunjukkan angka sebesar 13,35 persen. 
Tingkat kemandirian keuangan tersebut dianggap 
sangat rendah, mencerminkan usaha Pemerintah 
Kabupaten Lombok Timur yang belum maksimal 
dalam meningkatkan potensi penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan 
Keuangan Daerah: 
Pola hubungan kemandirian dan kemampuan 
keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur 
pada tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai Pola 
Hubungan Instruktif. 
Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada 
bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, 
menunjukkan ketergantungan keuangan yang 
tinggi. 

Saran 
1. Menggali Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD): 

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu terus 
menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dengan dukungan sarana, prasarana, 
dan sumber daya manusia yang memadai. 

2. Perencanaan Kebijakan yang Tepat: 
Dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu 
dilakukan perencanaan yang tepat dan sistematik, 
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terutama dalam penetapan target pendapatan dan 
belanja daerah. 

3. Penelitian Lanjutan: 
Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel 
yang relevan untuk menyempurnakan analisis 
pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini 
dapat dijadikan referensi untuk penelitian 
selanjutnya terkait kebijakan publik dalam 
pengelolaan keuangan daerah. 
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